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ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The collection of rural and urban land and building tax
(PBB-P2) is a crucial source of local revenue in Poso Regency. Since the implementation of non-cash
transactions in 2023, tax realization has declined, indicating ineffective policy execution. Purpose:
This study aims to analyze the effectiveness of PBB-P2 collection through non-cash transactions and
identify the key obstacles in its implementation. Method: A descriptive qualitative method was used,
involving interviews, observation, and documentation. Data analysis followed the Miles & Huberman
interactive model. Result: Findings reveal that despite available digital payment systems (in
cooperation with Bank Sulteng), tax revenue has not improved significantly. This is due to limited
digital literacy, poor infrastructure, and public preference for cash payments. Conclusion: Non-cash
transactions have potential to improve tax effectiveness, but successful implementation in Poso
requires improved infrastructure, public education, and better human resource.capacity. ;
Keywords: 2019 Land and Building Tax, Effectiveness, Non-Cash Transaction, Dlgltallzatlon Poso
Regency :

ABSTRAK s
Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) penting di
Kabupaten Poso. Sejak penerapan sistem transaksi non tunai pada tahun 2023, realisasi penerimaan
pajak menunjukkan tren penurunan.-Hal ini menjadi tanda- bahwa efektivitas kebijakan digitalisasi
belum optimal. Tujuan: Penelitian ini bertUJuan untuk menganalisis efektivitas penerimaan PBB-P2
melalui transaksi non tunai serta mengevaluasi faktor-faktor penghambat implementasinya di
Kabupaten Poso. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik
pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model Miles
& Huberman. Hasil/Temuan: Hasil menunjukkan bahwa meskipun sistem non tunai telah tersedia
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melalui kerja sama dengan Bank Sulteng dan kanal pembayaran digital lainnya, efektivitas penerimaan
pajak belum tercapai secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya literasi digital masyarakat,
keterbatasan akses infrastruktur, serta preferensi terhadap pembayaran tunai. Kesimpulan: Transaksi
non tunai berpotensi meningkatkan_efektivitas penerimaan_pajak, namun implementasinya di
Kabupaten Poso memerlukan ‘penguatan infrastruktur, edukasi --m,asyarakat serta peningkatan
kapasitas SDM. ,

Kata Kunci: PBB P2 “Efektivitas, Transaksi Non Tunai, Digitalisasi, Kabupaten Poso

l. PENDAHULUAN
1.1.  Latar Belakang

Pemerintah daeran memiliki tanggung jawab yang besar dalam menciptakan pemerlntahan
yang baik atau Good Governance, Yyaitu dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
untuk menciptakan kualitas suatu pelayanan publik yang baik, pemerataan pembangunan diseluruh
daerah dan kemandirian sistem manajemen daerah tercapai dengan upaya perbaikan disegala sektor
manajemen daerah (Pane, 2018).

Pemerintah Indonesia telah memulai reformasi birokrasi melalui digitalisasi S|stem
pemerintahan, yang merupakan salah satu bentuk dari reformasi birokrasi. Penggunaan media digital
pada saat ini adalah tulang punggung utama komunikasi dan perubahan dalam segala bidang
(ekonomi, sosial, budaya, politik)(Madjid dkk., 2024).Salah satu upaya untuk mencapai good
governance adalah dengan meningkatkan efisiensi administrasi dan pengelolaan sumber daya melalui
teknologi (Pratama et al., 2022). Transformasi digital dalam pelayanan publik di Indonesia merupakan
salah satu upaya strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan kualitas
layanan kepada masyarakat (Nurlaila dkk., 2024).Teknologi ini memainkan peran penting dalam
mendeteksi segala kesalahan dan kekurangan dalam proses pengelolaan keuangan (Bonrath and
Eulerich 2024).

. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan
daerah. Sejak pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 kepada pemerintah daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah memiliki
otoritas penuh dalam pemungutan, pengelolaan, serta pengembangan sistem perpajakannya.
Optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk PBB-P2, sangat diperlukan un,ttik mewujudkan
kemandirian fiskal daerah (Mahmudi, 2016). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada lima
sektor, yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan. Pajak Bumi dan
Bangunan untuk Pedesaan-dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan
pemerintah pusat, di mana sebaglan besar hasilnya (sekltar 80.persen) akan disalurkan kembali ke
daerah tersebut (Rahmadani, 2019). i

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, pemerintah Indonesia mendorong
digitalisasi dalam pengelolaan keuangan dan layanan publik melalui kebijakan Elektronifikasi
Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
56 Tahun 2021 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
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Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Tujuan dari digitalisasi ini adalah untuk meningkatkan
efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan akses layanan publik (Kurniawan et al.,
2022). Salah satu bentuk konkret implementasi kebijakan tersebut adalah penerapan sistem
pembayaran non tunai (cashless) dalam.pemungutan PBB-P2. Infrastruktur Tl yang kuat meliputi
ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi; sistem keamanan, serta sumber
daya manusia yang kompeten Tanpa kesiapan yang memadai, penerapan -e-government tidak akan
optimal, bahkan berisiko menimbulkan pemborosan sumber daya dan ketidakefisienan dalam
pelayanan. Melalui tranformasi digital ini diharapkan dapat menciptakan “transparansi dan
akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan (Pham et al,2023). Dalam rangka memastikan penelitian
berjalan terarah dan sistematis, diperlukan suatu kerangka pemikiran yang jelas sebai“ga}i landasan
konseptual penelitian. Menurut Ismail Nurdin dan Sri Hartati (2019: 125), kerangka pemikiran
merupakan gagasan dasar yang disintesis dari fakta, observasi, dan tinjauan pustaka, serta memuat
teori, hipotesis, dan konsep yang menjadi pijakan penelitian.

< Pemerintah Kabupaten Poso mulai menerapkan sistem pembayaran PBB-P2 secara non tunal
sejak tahun 2023, bekerja sama dengan Bank Sulteng dan penyedia layanan pembayaran digital
Iamnya Inovasi ini diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan klasik seperti kebocoran
penerimaan, keterlambatan pelaporan, dan efisiensi waktu pembayaran. Namun, berdasarkan data
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, realisasi penerimaan PBB-P2 justru mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 91% pada 2022 menjadi hanya 78% pada 2023.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan non tunai dalam konteks
penerimaan pajak daerah.

Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik sangat
bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi, literasi digital masyarakat, serta kesiapan institusi
pelaksana (Indrajit, 2011; Nugroho & Syarif, 2020). Di daerah seperti Kabupaten Poso, yang sebagian
wilayahnya masih memiliki keterbatasan akses teknologi dan infrastruktur komunikasi, penerapan
sistem digital sering kali menghadapi tantangan implementatif. Selain itu, budaya masyarakat yang
lebih nyaman menggunakan metode pembayaran tunai juga menjadi faktor penghambat adop5|
teknologi baru (Sari et al., 2021).

Gap atau kesenjangan dalam penelitian ini terletak pada belum adanya evaluaS| yang
komprehensif terhadap efektivitas kebijakan non tunai dalam konteks PBB-P2, khususnya di daerah
kabupaten yang belum sepenuhnya siap dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian-
penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek sistem informasi atau kepuafsan wajib pajak
terhadap pelayanan pajak, namun belum secara spesifik menganalisis dampak sistem transaksi non
tunai terhadap realisasi penerimaan pajak daerah (Widodo, 2023). v

Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan literatur sekaligus
memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah daerah. Evaluasi efektivitas kebijakan pembayaran
non tunai dalam penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Poso “akan membantu mengetahui sejauh mana
tujuan digitalisasi dapat tercapai, serta apa saja kendala yang perlu diatasi untuk mendorong
optimalisasi penerimaan pajak daerah di era digital.



1.2.  Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Implementasi sistem transaksi non tunai dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan bentuk nyata dari transformasi digital dalam sektor
perpajakan daerah. Berbagai regulasi nasienal; seperti Permendagri No. 56 Tahun 2021 dan Perpres
No. 95 Tahun 2018, telah mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi dalam
proses pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas- dari kebijakan ini belum
banyak diteliti secara ‘empiris dalam konteks daerah tertinggal atau berkembang sepertl Kabupaten
Poso.

Penel_]tlan sebelumnya lebih banyak menyoroti efektivitas sistem mformasypajak secara
umum, tingkat kepuasan wajib pajak, serta kualitas pelayanan berbasis digital (Kurriiayvan et al.,
2022). Sementara itu, aspek spesifik mengenai pengaruh implementasi sistem transaksi ‘non tunai
terhadap capaian penerimaan PBB-P2 belum banyak dikaji, terutama dari sudut pandang kualitatif
yang .menggali hambatan struktural dan kultural di lapangan.Di sisi lain, riset terkait digitalisasi
perpajakan umumnya dilakukan di kota-kota besar atau daerah yang sudah memiliki infrastruktur
teknologl yang relatif memadai. Padahal, kondisi di daerah seperti Kabupaten Poso, yang memiliki
tantangan geografis, keterbatasan jaringan, serta rendahnya literasi digital masyarakat, tentu
memberikan dinamika berbeda dalam penerapan kebijakan digital (Siregar & Ahmad, 2021). Oleh
karena itu, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) dalam memahami sejauh mana kebijakan
non tunai dapat berjalan efektif di daerah yang belum sepenuhnya siap dari sisi infrastruktur maupun
kesiapan sosial budaya.

Kesenjangan ini memperkuat urgensi untuk melakukan penelitian yang secara langsung
mengkaji efektivitas penerimaan PBB-P2 melalui transaksi non tunai di Kabupaten Poso. Hasil dari
penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan fiskal digital
yang lebih kontekstual dan berbasis bukti (evidence-based policy).

1.3.  Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas implementasi dan dampak pembayaran
pajak secara non tunai terhadap penerimaan daerah. Penelitian oleh Paramean et al. (2024) meneliti
Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di
Kabupaten Sidenreng Rappang dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa
penerapan transaksi non tunai berhasil meningkatkan penerimaan dari 49,15% menjadi 86,89% dalam
satu tahun. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh kerja sama yang kuat dengan berbagai‘pihak seperti
Bank Sulselbar dan Bank Indonesia. Namun, tantangan seperti keterbatasan jaringan internet dan
literasi digital masih menjadi hambatan utama. Perbedaan utama dengan penelitian' ini terletak pada
penggunaan teori |mplementa5| sedangkan penelitian ini menggunakan teorl efektivitas, dan konteks
geografis yang berbeda yaitu Kabupaten Poso.

Selanjutnya, Penelitian'yang dilakukan oleh Indah K. Rumengan et aI (2016) berjudul Analisis
Efektivitas dan Strategi Penerimaan Pajak-Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di
Kabupaten Minahasa Selatan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Fokus utama penelitian
tersebut adalah mengevaluasi efektivitas penerimaan PBB-P2 berdasarkan perbandingan antara target
dan realisasi, serta menganalisis strategi yang telah diterapkan dalam pelaksanaan pemungutan dan
pembayaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penerimaan PBB-P2 tergolong
kurang efektif pada tahun 2014 (67,82%) dan bahkan tidak efektif pada tahun 2015 (39,45%). Hal ini
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disebabkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak, serta kurangnya evaluasi dan sosialisasi yang
dilakukan pemerintah daerah terhadap sistem yang diterapkan.

Perbedaan utama dengan penelitian ini terletak pada pendekatan dan konteks implementasi.
Penelitian Rumengan menekankan analisis- atmerik terhadap realisasi penerimaan pajak dan belum
menyoroti penerapan transaksi-non tunai sebagai variabel utama.. Sementara itu, penelitian ini
menggunakan pendekatan-Kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan digitalisasi
pembayaran PBB-P2di Kabupaten Poso, dengan menekankan pada tantangan literasi digital,
infrastruktur TIK; Serta respon masyarakat terhadap inovasi sistem pembayaran pajak berbasis non
tunai. ’
Penelitian oleh Samsuddin (2024) berjudul Upaya Meningkatkan PAD Melalm Pembayaran
Pajak Non Tunai di Kota Manado menunjukkan bahwa kolaborasi dengan penyedia layanan. keuangan
dan pemanfaatan berbagai kanal pembayaran non tunai telah berhasil meningkatkan penerimaan
daerah. Penelitian ini menggunakan teori upaya dan berfokus pada aspek teknis penyediaan
infrastruktur dan kanal digital. Sementara itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada efektlwtas
kebijakan tersebut dari sisi capaian penerimaan PBB-P2 serta hambatan implementasinya.

~Allya (2023) melakukan penelitian kuantitatif berjudul Pengaruh Pembayaran Sistem Onllne
Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sistem pembayaran online berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak,
dengan skor rata-rata efektivitas yang sangat baik. Penelitian ini berbeda dari penelitian sekarang
karena menggunakan metode kuantitatif, teori pengaruh, serta fokus pada pengaruh langsung
pembayaran online terhadap besaran penerimaan pajak, tanpa menelaah aspek hambatan
implementatif.

Terakhir, Agustin (2024) melalui pendekatan kuantitatif meneliti Pengaruh Penerapan Digital
Payment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang. Hasil analisis statistik menunjukkan
adanya pengaruh positif dan signifikan antara digital payment dan kepatuhan pajak. Perbedaan dengan
penelitian ini terletak pada metode, teori yang digunakan, serta fokus variabel. Agustin menekankan
pada pengaruh terhadap kepatuhan, sedangkan penelitian ini menilai efektivitas implementasi S|stem
non tunai dalam konteks penerimaan PBB-P2 secara menyeluruh.

‘Secara umum, seluruh penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem transaksi np‘n tunai
memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan pajak daerah. Namun, belum banyak yang
secara khusus menelaah efektivitas kebijakan ini dalam konteks PBB-P2 di daerah dengan
keterbatasan infrastruktur dan literasi digital seperti Kabupaten Poso. Dengan demikian, penelitian ini
mengisi celah “dalam literatur dan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas
penerimaan pajak meIaIU| transaksi non tunai di daerah berkembang.

1.4.  Pernyataan Kebaruan limiah :

Penelitian mengenai |mplementa5| sistem pembayaran.nen tunal dalam sektor perpajakan
daerah telah banyak dilakukan, baik dalam konteks efektivitas sistem, pengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak, maupun dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Namun, sebagian besar penelitian
tersebut berfokus pada wilayah perkotaan besar dengan infrastruktur digital yang relatif memadai dan
masyarakat yang sudah terbiasa menggunakan layanan keuangan digital. Selain itu, pendekatan yang
digunakan umumnya berorientasi kuantitatif dan lebih menekankan pada hubungan antar variabel atau
pengaruh digitalisasi terhadap penerimaan pajak.

5



Kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus evaluatif terhadap efektivitas
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui sistem transaksi
non tunai dalam konteks daerah berkembang yang masih menghadapi tantangan infrastruktur dan
literasi digital, yaitu Kabupaten Poso..Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menggunakan teori
implementasi, pengaruh, atau kepatuhan, penelitian ini menggunakan teori efektivitas untuk menilai
sejauh mana kebijakan nen tunai benar-benar berdampak terhadap capaian-penerimaan pajak secara
riil.Selain itu, pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan memungkinkan eksplorasi mendalam
terhadap hambatan-hambatan praktis di lapangan, termasuk persepsi masyarakat, keterbatasan sistem,
dan kesiapan kelembagaan. Dengan menggabungkan data primer berupa wawancara, observasi, serta
data sekunder dari realisasi penerimaan PBB-P2, penelitian ini menghasilkan anaI|3|s yang
kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

<Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah baru berupa analisis efektmtas
kebijakan digitalisasi perpajakan daerah dalam konteks kabupaten dengan keterbatasan mfrastruktur
yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur akademik nasional. Hasil dari penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun
kebijakan peningkatan PAD berbasis digital yang lebih inklusif dan adaptif.

1.5.  Tujuan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui penerapan sistem transaksi non tunai di
Kabupaten Poso. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang
mendukung maupun menghambat keberhasilan implementasi sistem non tunai, baik dari sisi
masyarakat sebagai wajib pajak maupun dari sisi pemerintah daerah sebagai penyelenggara layanan.
Selain itu, penelitian ini berupaya mengevaluasi kesiapan infrastruktur teknologi, sumber daya
manusia, dan sistem pendukung lainnya yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Poso dalam mendukung kebijakan digitalisasi pembayaran pajak. Berdasarkan hasil analisis tersebut,
penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang relevan dan aplikatif bagi
pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 secara digital, serta
mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pemanfaatan teknologl informasi
yang berkelanjutan

1. METODE v

Penelitian.ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untu_k”memahami dan
mengevaluasi efektii/itas penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
melalui transaksi non tunai di Kabupaten Poso. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan
gambaran menyeluruh terhadap-fenomena yang dikaji dengan mempertimbangkan konteks sosial,
budaya, dan kebijakan lokal secara mendalam. Menurut Moleong (2017:6), pendekatan kualitatif
bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dan menggali makna yang
terkandung di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan
dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan kunci yang terdiri dari pejabat Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Poso, petugas pemungut pajak, serta beberapa wajib pajak. Observasi
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dilakukan terhadap proses pembayaran PBB-P2 secara langsung di lapangan, terutama pada kanal-
kanal non tunai seperti EDC, mobile banking, dan QRIS. Dokumentasi meliputi telaah terhadap
dokumen realisasi pajak, laporan sistem transaksi, serta regulasi yang berlaku.

Teknik analisis data yang digunakan-dalam penelitian ini mengacu juga mengacu pada model
analisis interaktif yang dikemuka'kan oleh Miles dan Huberman 1992:16), yang mencakup tiga
tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data dapat
didefinisikan subyek dalam penelitian yang berperan sebagai asal data dalam penelitian dapat
diperoleh (Slmangunsong 2017: 81).

1. HASI L DAN PEMBAHASAN s
3.1. Deskr|p3| Umum Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Melalui Transaksi Non Tunal di
“Kabupaten Poso
~ Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Poso
telah mengalaml transformasi signifikan sejak diterapkannya kebijakan transaksi non tunai. Kebijakan
ini tertuang dalam Peraturan Bupati Poso Nomor 33 Tahun 2019 yang memperkuat arah digitalisasi
layanan publik daerah. Inisiatif ini lahir sebagai respons terhadap kondisi pandemi COVID-19 dan
sebagai upaya menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan, cepat, dan efisien.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Bapenda Kabupaten Poso, sistem ini telah
memberikan dampak positif terhadap efisiensi kerja petugas pemungut pajak, khususnya dalam
mengurangi risiko kesalahan pengelolaan uang tunai. Namun, efektivitas kebijakan ini belum
sepenuhnya tercermin dalam peningkatan signifikan realisasi penerimaan PBB-P2 secara keseluruhan.

3.2.  Hasil Analisis

1. Ketepatan Sasaran Program

Penerapan sistem transaksi non tunai telah diarahkan kepada masyarakat wajib pajak sebagai
sasaran utama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bapenda Kabupaten Poso, sebagian
besar wajib pajak kini telah menggunakan metode pembayaran non tunai, terutama melalui kanal
seperti EDC dan mobile banking. Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian antara kebijakan dan target
penerimanya. Akan tetapi, efektivitasnya masih belum merata, terutama di wilayah terpencn yang
terkendala mfrastruktur dan keterbatasan literasi digital.

2. Pelaksanaan SOS|aI|saS| :

Sosialisasi sistem transaksi non tunai telah dilaksanakan oleh Bapenda baik melalui
pertemuan langsung dengan wajib pajak maupun melalui media sosial.-Namun, hasil wawancara
dengan petugas lapangan dan masyarakat menunjukkan bahwa efektlwtas sosialisasi masih terbatas
di daerah pelosok. Pergantian mitra~bank-dari BNt ke Bank Sulteng juga mempengaruhi
kesinambungan sosialisasi yang berdampak pada keterlambatan pemahaman publik terhadap sistem
baru.



3. Pencapaian Tujuan Program

Tujuan utama program ini adalah untuk mempermudah pembayaran PBB-P2 serta
meningkatkan realisasi penerimaan. Data tahun 2023 menunjukkan bahwa sebesar 90% pembayaran
telah dilakukan secara non tunai. Namun;-dari target-sebesar Rp17.040.000.000, realisasi hanya
mencapai Rp9.344.279.155 (54; -84%), lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menandakan
bahwa meskipun dari sisi teknis sistem sudah diterapkan, kesadaran dan kEpatuhan masyarakat belum
sepenuhnya menlngkat .

4. Pemantauan Program ~

Pemantauan terhadap transaksi non tunai dilakukan melalui sistem digital dan pelaporan
mutasi r_ekenlng secara real time. Menurut pihak Bapenda, sistem ini membantu meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan tetap ada dalam bentuk gangguan: teknis,
keterbatasan akses jaringan, dan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap menghadapl
transforma5| digital. '

5. Hambatan Implementasi :

Beberapa hambatan yang ditemukan meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan mternet
khususnya di wilayah pegunungan, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan perangkat dan SDM.
Selain itu, faktor budaya masyarakat yang masih terbiasa dengan pembayaran tunai menjadi tantangan
dalam penerapan sistem ini secara merata. Hambatan lainnya meliputi risiko keamanan data,
kesalahan operasional, dan ketergantungan terhadap mitra pihak ketiga seperti bank penyedia layanan
pembayaran.

6. Upaya Strategis Pemerintah Daerah

Bapenda Kabupaten Poso telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi hambatan
tersebut, di antaranya adalah penguatan kerja sama dengan Bank Sulteng, peluncuran aplikasi digital
berbasis mobile, serta rencana pemanfaatan teknologi seperti QRIS dan virtual account dalam sistem
pembayaran. Pemerintah juga memanfaatkan peluncuran Satelit SATRIA oleh pemerintah pusat untuk
meningkatkan akses internet di wilayah terpencil, sebagai bentuk dukungan mfrastruktur dalam
jangka Panjang

Secara .umum, implementasi sistem transaksi non tunai dalam penerimaan PBB-P2 di
Kabupaten Poso telah memberikan perubahan signifikan dalam hal efisiensi dan transparansi. Namun,
efektivitasnya dalam mendorong peningkatan penerimaan masih menghadapi- berbagai tantangan
struktural dan kultural yang perlu diatasi melalui pendekatan kebijakan yang adaptif dan inklusif.

3.3.  Diskusi Temuan Utama Penelitian. - gl

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa |mplementaS| sistem transaksi non tunai dalam
penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Poso memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan dan
transparansi administrasi. Namun, penerapan tersebut belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan

realisasi penerimaan PBB-P2, yang masih belum mencapai target. Temuan ini memperkuat sebagian



hasil penelitian terdahulu, tetapi juga mengungkapkan perbedaan penting yang menunjukkan
kontribusi khas dari konteks lokal Kabupaten Poso.

Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Paramean et al. (2024), sistem non tunai dapat
secara signifikan meningkatkan penerimaan-pajak daerah;, seperti yang terjadi di Kabupaten Sidenreng
Rappang. Namun, keberhasilan-tersebut sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur, kolaborasi
lintas institusi, serta intensitas sosialisasi. Sementara itu, penelitian*ini mengungkap bahwa
keterbatasan infrastruktur dan literasi digital di Kabupaten Poso menjadi penghambat utama, sehingga
efektivitas kebuakan tidak tercapai sepenuhnya. Dengan demikian, meskipun mdlkator layanan
membaik, target penerimaan belum optimal.

Selanjutnya, penelitian Sherenita (2024) di Kota Tarakan juga menemukan bahwa transaksi
non tunai‘memudahkan masyarakat dan mempercepat proses pembayaran. Hal ini sejalan dengan hasil
penellt}an di Kabupaten Poso yang menunjukkan bahwa sistem non tunai meningkatkan efisiensi
pelayanan petugas pajak dan mengurangi kesalahan administratif. Namun, perbedaan kontekstual
sepertl kesiapan infrastruktur dan tingkat digitalisasi masyarakat membuat dampak kebijakan Ieblh
terbatas di Poso dibandingkan di Tarakan.

Samsuddin (2024) dalam penelitiannya di Kota Manado menekankan keberhasilan kebi Jakan
transaksi non tunai melalui kolaborasi dengan penyedia teknologi dan beragam opsi kanal
pembayaran. Hal ini berhasil meningkatkan PAD secara signifikan. Berbeda dengan kondisi di Poso,
di mana meskipun kanal seperti EDC dan mobile banking telah digunakan, pilihan kanal masih
terbatas dan belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata, terutama di wilayah pegunungan.

Sementara itu, penelitian Allya (2023) menunjukkan bahwa sistem pembayaran online secara
statistik memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan PBB di Kota Bandung.
Namun, penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dan dilaksanakan di wilayah
perkotaan dengan infrastruktur yang lebih baik. Berbeda dengan itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan menyoroti bahwa meskipun non tunai telah digunakan secara luas,
dampaknya terhadap capaian realisasi pajak di daerah dengan keterbatasan teknologi sepertl Poso
masih belum signifikan.

‘Adapun Agustin (2024) meneliti pengaruh digital payment terhadap kepatuhan wajib pajak di
Kota Tangerang dan menemukan adanya hubungan yang kuat. Hasil ini berbeda dengan temuan di
Poso, di mana meskipun kemudahan pembayaran meningkat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak
belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ini mengindikasikan bahwa ketersediaan sistem
pembayaran saja tidak cukup tanpa edukasi dan literasi digital yang memadai. 4

Hasil penelltlan R Indah K. Rumengan et al. (2016) menunjukkan bahwa penerapan sistem
transaksi non tunai dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
di Kabupaten Poso telah -memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi, transparansi, dan
pengawasan real-time dalam proses_administrasi pajak. Sebagian besar wajib pajak di wilayah
perkotaan telah memanfaatkan kanal non tunai seperti EDC, mobile banking, dan transfer bank,
menunjukkan adanya respons positif terhadap transformasi digital ini.Namun, dari sisi efektivitas
terhadap realisasi penerimaan, data tahun 2023 mencatat bahwa pencapaian target penerimaan PBB-
P2 hanya mencapai 54,84%, lebih rendah diba ndingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur digital tersedia, tingkat literasi digital masyarakat,
ketersediaan jaringan internet di wilayah terpencil, serta kebiasaan membayar secara tunai masih
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menjadi penghambat utama efektivitas implementasi sistem ini.Penelitian ini juga mengidentifikasi
sejumlah risiko, seperti risiko operasional (human error), risiko teknologi (koneksi dan kesalahan
sistem), serta risiko sosial budaya (resistensi terhadap perubahan sistem pembayaran). Di sisi lain,
pemerintah daerah telah melakukan berbagat-upaya, seperti memperkuat kerja sama dengan Bank
Sulteng, mengembangkan apllka5| digital berbasis NIK dan QRIS; serta memanfaatkan program
nasional seperti peluncuran satelit SATRIA untuk mengatasi keterbatasan konektivitas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas transaksi non-tunai dalam konteks
penerimaan PBB-P2 sangat dipengaruhi oleh faktor kesiapan lokal, baik dari segi infrastruktur SDM,
budaya masyarakat, maupun keberlanjutan kebijakan. Penelitian ini memberikan kontribusi baru
dalam memahami implementasi digitalisasi keuangan daerah di wilayah dengan keterbatasan sumber
daya, serta menekankan pentingnya pendekatan yang bersifat kontekstual dan part|5|pat|f dalam
kebuakan perpajakan berbasis teknologi. 4

V. KESIMPULAN -

£ Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sistem transaksi non tunai dalam penerlmaan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Poso telah memberikan
kontribusi positif terhadap efisiensi pelayanan, transparansi administrasi, dan keamanan proses
pembayaran. Sistem ini dinilai tepat sasaran dan telah digunakan oleh sebagian besar wajib pajak,
khususnya di wilayah perkotaan. Namun, dari sisi efektivitas dalam meningkatkan reallsaSI
penerimaan pajak, hasilnya belum optimal.

Beberapa kendala utama yang diidentifikasi meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan
internet, rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, kurangnya pemahaman prosedur
pembayaran digital, serta belum meratanya sosialisasi program ke seluruh wilayah, terutama pelosok
dan pegunungan. Selain itu, masih terdapat risiko seperti kesalahan sistem, human error, dan
ketergantungan pada pihak ketiga yang perlu diantisipasi secara sistematis.

Meskipun realisasi PBB-P2 pada tahun 2023 belum mencapai target, dengan capaian sebesar
54,84%, proporsi transaksi non tunai telah mendominasi sistem pembayaran, yaitu lebih dari-90%.
Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam sistem pajak sudah berjalan ke arah yang
benar, namun membutuhkan penguatan dari sisi dukungan teknologi, regulasi, dan “edukasi
masyarakat agar tujuannya dapat tercapai secara menyeluruh.

Secara umum, penerapan transaksi non tunai dalam penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Poso
dapat dikategorikan efektif dari aspek administrasi dan operasional, namun masih perlu perbaikan dari
sisi peningkatan penerimaan dan kesadaran wajib pajak. Ke depan, strategi yang- bersifat inklusif,
partisipatif, dan adaptif terhadap kondisi lokal perlu menjadi fokus dalam mengembangkan sistem
perpajakan berbasis digital di daerah berkembang seperti Kabupaten Poso.

Keterbatasan Penelitian. Pertama, pendekatan penelitian yang dlgunakan bersifat kualitatif dengan
cakupan wilayah terbatas pada Kabupaten Poso, sehingga temuan yang diperoleh bersifat kontekstual
dan tidak dapat digeneralisasikan secara langstng ke daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.
Kedua, keterbatasan waktu dan sumber daya menyebabkan cakupan informan dan lokasi wawancara
tidak dapat menjangkau seluruh kecamatan, terutama wilayah yang sangat terpencil atau sulit diakses.
Arah Masa Depan Penelitian (future work). penelitian selanjutnya disarankan untuk
mengembangkan studi kuantitatif atau campuran (mixed methods) guna mengukur hubungan kausal
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antara penerapan sistem non tunai dan peningkatan realisasi penerimaan pajak secara lebih objektif.
Selain itu, penelitian komparatif antar daerah dengan tingkat kesiapan digital yang berbeda juga
penting dilakukan guna menghasilkan rekomendasi yang lebih luas dan terukur secara nasional.
Penelitian mendatang juga dapat memanfaatkan teknologi-geospasial dan data analitik untuk
memetakan daerah-daerah yang belum terjangkau digitalisasi, serta menggali strategi peningkatan
kepatuhan wajib pajak betbasis pendekatan perilaku dan edukasi digital.
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